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Abstract 

Human Rights (HAM) are fundamental rights universally possessed by every individual regardless 

of race, religion, or social status. In the perspective of international law, human rights are regulated 

through various instruments such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and 

other international agreements. Meanwhile, in the national context, human rights in Indonesia are 

guaranteed by the constitution and various legislations, including Law Number 39 of 1999 

concerning Human Rights. This study aims to analyze the influence of international law on the 

implementation of human rights in Indonesia, focusing on the harmonization of national regulations 

with international principles. The method used is a qualitative-descriptive approach through 

literature review and analysis of legal documents. The findings show that although Indonesia has 

adopted various international instruments, challenges such as inconsistent law enforcement and lack 

of public awareness of human rights remain major obstacles. This research is expected to contribute 

to strengthening human rights protection at the national level through enhanced implementation and 

effective legal oversight. 
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Abstrak 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu secara universal 

tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial. Dalam perspektif hukum 

internasional, HAM diatur melalui berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) 1948 dan perjanjian internasional lainnya. Sementara itu, dalam konteks 

nasional, HAM di Indonesia dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, 

termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum internasional terhadap implementasi HAM di 

Indonesia, dengan fokus pada harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip internasional. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan analisis 

dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi 

berbagai instrumen internasional, tantangan seperti penerapan hukum yang inkonsisten dan 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap HAM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan HAM di tingkat nasional 

melalui peningkatan implementasi dan pengawasan hukum yang efektif. 

Kata Kunci: HAM, Hukum, Indonesia, Deklarasi, Iplementasi. 
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PENDAHULUAN 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang 

dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat 

manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. 

Pengakuan terhadap hak-hak ini telah berkembang secara 

signifikan di tingkat internasional dan nasional, dengan 

tujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang tidak 

manusiawi dan diskriminasi. Di tingkat internasional, 

pengakuan terhadap HAM telah diatur dalam berbagai 

instrumen hukum yang menjadi landasan bagi 

perlindungan hak individu, seperti Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (UDHR) yang disahkan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. 

Deklarasi ini menjadi salah satu acuan utama dalam 

membentuk norma-norma internasional mengenai HAM. 

Selain itu, berbagai perjanjian internasional lainnya, 

seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), juga 

memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai 

hak-hak dasar manusia. 

Di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara yang 

berdaulat telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam 

konstitusinya, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dalam UUD 1945 

mengatur tentang hak-hak dasar setiap warga negara, 

termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan 

keadilan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan 

perlakuan yang tidak manusiawi. Meskipun telah ada 

pengakuan terhadap hak-hak ini, masih terdapat tantangan 

dalam implementasi dan perlindungan HAM di tingkat 

nasional, seperti pelanggaran hak atas kebebasan 

berekspresi, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan 

terhadap kelompok-kelompok rentan. 

Perlindungan hak asasi manusia, baik dalam 

perspektif hukum internasional maupun nasional, 

merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan peran 

negara, lembaga-lembaga internasional, dan masyarakat 

sipil untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup 

dengan martabat yang dihormati dan tanpa adanya 

diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis 

perspektif hukum internasional dan nasional dalam 

konteks pemajuan dan perlindungan HAM, serta untuk 

menilai sejauh mana kedua sistem hukum ini saling 

berinteraksi dan mendukung dalam mencapai tujuan 

tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dalam kajian mengenai Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional 

dan nasional bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang teori, prinsip, serta perkembangan pemikiran yang 

mendasari pengaturan dan perlindungan HAM, baik dalam 

sistem hukum internasional maupun hukum nasional 

Indonesia. 

1. Pengertian dan Definisi Hak Asasi Manusia  

Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum 

didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya 

sebagai manusia. Menurut Goodhart (2013), HAM tidak 

dapat dicabut atau dibatasi oleh siapapun, karena 

merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Dalam 

perspektif hukum internasional, HAM sering kali dilihat 

sebagai standar universal yang harus dipatuhi oleh setiap 

negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan HAM dapat 

berbeda-beda tergantung pada kontek sosial, budaya, dan 

politik di setiap negara (Brownlie, 2008). 

2. Pengaturan HAM dalam Hukum Internasional 

Di tingkat internasional, pengaturan HAM dimulai 

dengan penerbitan Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini 

meskipun tidak bersifat mengikat, menjadi pedoman dasar 

yang membentuk konsensus internasional mengenai hak-

hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi (Donelly, 

2003). Selain UDHR, terdapat dua instrumen penting 

lainnya, yaitu International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang 

diadopsi pada tahun 1966. Kedua Kovenan ini mengatur 

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang 

lebih rinci, dan keduanya mengikat negara-negara pihak 

untuk mematuhi ketentuan yang ada (Cassese, 2005). 

Namun, meskipun telah ada mekanisme pengaturan, 

pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional 

masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya 

penegakan yang efektif dan adanya ketimpangan kekuatan 

politik antarnegara yang memengaruhi implementasi HAM 

(Luteran, 2009). 

3. Pengaturan HAM dalam Hukum Nasional 

Indonesia 

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal-pasal yang 

mengatur tentang hak-hak dasar manusia, seperti Pasal 

28A yang menjamin hak hidup, Pasal 28B yang mengatur 

hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh 

keturunan, serta Pasal 28C yang menjamin hak atas 

pendidikan dan pekerjaan (UUD 1945). Indonesia juga 

telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti 

ICCPR dan ICESCR, yang mengharuskan negara untuk 

melaksanakan kewajiban perlindungan HAM. 

Namun, implementasi HAM dalam praktiknya masih 

menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya 
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kesadaran publik mengenai pentingnya HAM, serta 

permasalahan struktural dan politik yang menghambat 

pemberian perlindungan yang optimal bagi semua warga 

negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan, 

anak-anak, dan minoritas (Hefner, 2000). Tindakan 

kekerasan terhadap kelompok tertentu serta pelanggaran 

hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul juga masih 

sering terjadi di Indonesia (Siregar, 2011). 

4. Keterkaitan antara Hukum Internasional dan 

Hukum Nasional 

Meskipun terdapat pengaturan HAM di tingkat 

internasional dan nasional, kedua sistem hukum ini harus 

berinteraksi secara sinergis untuk mencapai tujuan 

perlindungan hak asasi manusia. Menurut Reisman (1997), 

meskipun negara-negara memiliki kedaulatan hukum di 

wilayahnya masing-masing, mereka tetap terikat oleh 

kewajiban internasional dalam menjaga dan melindungi 

HAM. Konsep ini mengarah pada perlunya penerapan 

standar internasional dalam hukum domestik negara-

negara yang telah meratifikasi instrumen internasional 

terkait. 

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 memberikan 

landasan konstitusional untuk perlindungan HAM, terdapat 

kekurangan dalam implementasi dan pengawasan terhadap 

pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, perlu adanya 

penguatan mekanisme hukum yang lebih efektif, baik di 

tingkat internasional maupun nasional (Mulia, 2014). 

5. Tantangan dalam Pelaksanaan HAM 

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan 

dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM semakin 

kompleks. Isu-isu seperti globalisasi, migrasi, perubahan 

iklim, dan perkembangan teknologi informasi memberikan 

dampak yang signifikan terhadap HAM, yang sering kali 

memperburuk ketimpangan dan diskriminasi di berbagai 

belahan dunia. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya 

kolaboratif antarnegara dan lembaga internasional untuk 

menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif 

terhadap perkembangan tersebut (Alston, 2012). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk menganalisis Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional 

dan nasional, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana 

perlindungan HAM di kedua tataran tersebut serta 

interaksi antara keduanya dalam konteks Indonesia. 

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui kajian literatur, 

analisis dokumen hukum, dan studi kasus yang relevan. 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai isu HAM dari perspektif hukum 

internasional dan nasional. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk menggali berbagai dokumen, peraturan, 

serta kasus yang relevan untuk mengeksplorasi pengaturan 

dan implementasi HAM secara lebih komprehensif. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif analitis. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan dan karakteristik perlindungan HAM dalam 

konteks hukum internasional dan nasional Indonesia. 

Sementara itu, analisis akan dilakukan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara keduanya serta 

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

• Data Primer: Data primer diperoleh melalui analisis 

terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, 

seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbagai 

perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia 

(misalnya UDHR, ICCPR, ICESCR), dan peraturan 

perundang-undangan terkait HAM di Indonesia. 

• Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari 

literatur yang relevan, artikel ilmiah, buku, laporan 

lembaga internasional, serta jurnal yang membahas 

mengenai teori dan praktik perlindungan HAM dalam 

hukum internasional dan nasional, termasuk laporan-

laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

• Kajian Pustaka (Literature Review): Melakukan 

kajian pustaka terhadap buku, jurnal, artikel, dan 

dokumen hukum yang relevan untuk memperoleh 

pemahaman mengenai pengaturan HAM dalam 

hukum internasional dan nasional. 

• Analisis Dokumen: Menganalisis dokumen hukum 

internasional dan nasional, seperti UDHR, ICCPR, 

ICESCR, dan peraturan perundang-undangan 

Indonesia terkait HAM, untuk mengevaluasi 

keterkaitan dan implementasinya di Indonesia. 

• Studi Kasus: Menganalisis beberapa kasus 

pelanggaran HAM di Indonesia, untuk melihat 

bagaimana implementasi perlindungan HAM dari 

perspektif hukum internasional dan nasional. Kasus-

kasus ini bisa meliputi pelanggaran kebebasan 

berekspresi, kekerasan terhadap kelompok rentan, 

atau pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi. 

5. Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan 

teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini akan 

digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi 
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pola, tema, serta hubungan antara hukum internasional dan 

nasional dalam konteks perlindungan HAM. Dalam 

analisis ini, peneliti akan fokus pada: 

• Perbandingan antara standar HAM internasional dan 

implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. 

• Identifikasi kesenjangan dalam perlindungan HAM 

antara hukum internasional dan hukum nasional 

Indonesia. 

• Analisis terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia 

dalam melaksanakan kewajiban HAM internasional 

dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum 

nasional. 

6. Validitas dan Reliabilitas 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas 

penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu 

dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan 

jenis data (dokumen hukum, literatur, dan studi kasus) 

serta menggunakan pendekatan yang sistematis dalam 

analisis data. Peneliti juga akan menggunakan teori-teori 

hukum internasional dan nasional sebagai landasan untuk 

memastikan objektivitas analisis. 

7. Batasan Penelitian 

Penelitian ini akan dibatasi pada kajian tentang hak 

asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan 

nasional Indonesia, dengan fokus pada dokumen hukum 

yang relevan dan beberapa kasus pelanggaran HAM di 

Indonesia. Penelitian ini tidak akan membahas 

implementasi HAM di negara lain atau membandingkan 

antara negara-negara dalam hal perlindungan HAM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 

Hukum Internasional 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum 

internasional telah menyediakan kerangka normatif yang 

kuat untuk perlindungan HAM. Dokumen seperti 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 

International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR), dan International Covenant on Economic, 

Social, and Cultural Rights (ICESCR) memberikan 

pedoman komprehensif terkait hak-hak individu. 

• UDHR memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti hak 

atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. 

• ICCPR menekankan perlindungan terhadap hak sipil 

dan politik, seperti kebebasan berpendapat, 

beragama, dan hak atas peradilan yang adil. 

• ICESCR mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, 

termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan 

pekerjaan. 

Namun, efektivitas instrumen hukum internasional 

sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk 

meratifikasi dan mengimplementasikannya dalam hukum 

domestik. 

2. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 

Hukum Nasional 

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah 

diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. 

• UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28J, secara 

eksplisit mengatur berbagai hak dasar, seperti hak 

atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak untuk 

bebas dari diskriminasi. 

• Ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti 

ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005) dan ICESCR (UU 

No. 11 Tahun 2005) menunjukkan komitmen 

Indonesia terhadap standar internasional. 

• Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menjadi landasan hukum nasional 

untuk perlindungan HAM. 

Namun, hasil penelitian mengungkapkan adanya 

kelemahan dalam implementasi, seperti ketidaksesuaian 

antara peraturan nasional dan standar internasional, serta 

rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. 

3. Studi Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 

Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran HAM 

di Indonesia masih sering terjadi, khususnya terhadap 

kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan 

minoritas. 

• Kasus pelanggaran kebebasan berekspresi: 

Beberapa aktivis dan jurnalis menghadapi ancaman 

dan penahanan karena menyuarakan pendapat yang 

kritis terhadap pemerintah. 

• Kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas: 

Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok agama 

tertentu dan intimidasi terhadap komunitas LGBTQ+. 

• Hak ekonomi dan sosial: Ketimpangan akses 

terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan masih menjadi isu utama, terutama di 

wilayah terpencil. 

Faktor-faktor seperti lemahnya kapasitas institusi 

penegak hukum, budaya impunitas, dan kendala sosial-

politik berkontribusi terhadap permasalahan ini. 

 

Pembahasan 

1. Keterkaitan Hukum Internasional dan Nasional dalam 

Perlindungan HAM 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan erat 

antara hukum internasional dan nasional dalam 

perlindungan HAM. Ratifikasi instrumen internasional 

memberikan legitimasi bagi pengaturan HAM dalam 

hukum nasional. Namun, tantangan muncul dalam 

harmonisasi keduanya. Beberapa kebijakan nasional, 

seperti peraturan daerah berbasis agama tertentu, 
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bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur 

dalam hukum internasional. 

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme 

harmonisasi antara hukum internasional dan hukum 

nasional, serta evaluasi regulasi yang berpotensi 

melanggar HAM. 

2. Implementasi dan Tantangan dalam 

Perlindungan HAM di Indonesia 

Implementasi HAM di Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan: 

• Rendahnya penegakan hukum: Kasus pelanggaran 

HAM sering kali tidak ditindaklanjuti dengan proses 

hukum yang adil. 

• Budaya impunitas: Banyak pelaku pelanggaran 

HAM tidak dihukum, terutama dalam kasus-kasus 

pelanggaran berat masa lalu. 

• Kesenjangan sosial dan ekonomi: Ketimpangan 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperburuk 

akses terhadap hak-hak dasar. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi 

struktural, termasuk memperkuat lembaga pengawas HAM 

seperti Komnas HAM, meningkatkan kapasitas aparat 

penegak hukum, dan memastikan pelaksanaan program 

perlindungan HAM secara menyeluruh. 

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Perlindungan 

HAM 

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi berikut 

diajukan: 

• Peningkatan harmonisasi hukum internasional 

dan nasional: Mengintegrasikan instrumen 

internasional secara lebih efektif ke dalam hukum 

domestik melalui revisi peraturan yang tidak sesuai. 

• Penguatan penegakan hukum: Menjamin proses 

hukum yang adil terhadap pelanggaran HAM, 

termasuk menindak pelaku dengan tegas. 

• Edukasi HAM: Meningkatkan kesadaran masyarakat 

dan pemahaman aparat tentang pentingnya HAM 

melalui pelatihan dan kampanye publik. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat upaya signifikan dalam pengaturan dan 

perlindungan HAM di tingkat internasional dan nasional, 

implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai 

tantangan. Kerja sama yang lebih erat antara pemangku 

kepentingan, baik di tingkat lokal maupun internasional, 

diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi 

manusia yang lebih efektif. 
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